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Pada hari Rabu, tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (5-B-202O)
bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah (RSUD Bengkulu
Tengah) Kabupaten Bengkulu Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: Asmara Wijaya, S.T., M.A.P.
: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kabupaten Bengkulu Tengah
Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan
atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah

Alamat RSUD : Jl. Raya Bengkulu-Kepahiang Desa Nakau Kec.
Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Yang selanjutnya di sebut PIHAI( KESATU

dr. Listikarini Hilen Widyastuti
t981o427 201001 2 008
Penata Tk.i/ III.d
Direktur RSUD Bengkulu Tengah
Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan
atas nama RSUD Bengkulu Tengah
Jl. Raya Bengkulu-Kepahiang KM 27,5 Desa Durian
Demang Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu
Tengah
Nomor Telp/Fax Kantor : (0736) 7342598

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini
disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan
Kesehatan bagi Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2A2A dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2OO9 Tentang Rumah

Sakit.
3. Pendapat Hukum lLegal Opinian) tentang Penetapan Tarif Operasi dan Rapid

Test bagi Pasien Umum di RSUD Bengkulu Tengah Tanggal 01 Juli 2O2O.
4. Surat Keputusan Direktur RSUD Bengkulu Tengah Nomor 445/761/RSUD-

BT/KEP/2O2O tentang Perubahan Tarif Sementara Pelayanan Rapid Test Di
Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah Tahun 2420.

1. Nama
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat /Gol.
Jabatan

Alamat RSUD

E



MEIVERANGI{AN BAHWA :
1. PIHAK KESATU adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.
2" PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang

memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dikenal dengan
nama RSUD Bengkuiu Tengah.

3. PIHAK KESATU bermaksud menunjuk PIHAN KEDUA untuk memberikan jasa
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hai tersebut di atas PARA PIHAK setuju dan sepakat
membuat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rapid Test yang selanjutnya dituangkan
dalam pasai-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PEI{UNJUI{AN
PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk menerima Pengawas Pemilihan
Umum yang selanjutnya diberikan pelayanan kesehatan Rapid Test sesuai dengan
kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan kesehatan bagi Pengawas Pemilihan
Umum Tahun 242A.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

{1) Maksud dan T\rjuan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini adalah sebagai
dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan
Kesehatan Pelayanan Rapid Test bagi Pengawas Pemilihan Umum.

(2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan Pelayanan Rapid
Test yang sebaik-baiknya bagi Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2O2A.

Pasal 3
KEPTSERTAAN

Peserta Pelayanan Rapid Test daiam perjanjian ini adalah :

1. Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan oieh PIHAK KEDUA dalam
pe{anjian kerjasama ini adalah pelayanan Rapid Test oleh dokter PIHAK KEDUA,
meliputi prosedur pelayanan Rapid Test dan tata laksana pelayanan Rapid Test
sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Rapid Test yang terdapat di RSUD Bengkulu
Tengah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai berikut :

a. Rapid Test dilakukan 1 (saiu) kali untuk setiap Pengawas Pemilihan Umum.
b. Pengawas Pemilihan Umum hadir di Rumah Sakit dan mendapat pelayanan

Rapid Test pada jam kerja pelayanan, yaitu pukul 07.45 s.d 12.00 WIB.

Pasal 5
HAK DAIIT KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Kecuali ditentukan lain dalam pedanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat bahwa
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :

I " PIHAK KESATU berhak :

a. Mengirim Pengawas Pemilihan Umum untuk mendapatkan pelayanan Rapid
Test ke PIHAK KEDUA.

b. Menerima keluhan dari Pengawas Pemilihan Umum dan meneruskan
keluhan tersebut kepada PIHAK KEDUA sepanjang hal tersebut
menyangkut pelayanan.



2. PIHAK KESATU berkernajiban :

a. Membayar tagihan klaim atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan PIHAK
KEDUA kepada Pengawas Pemilihan Umum oieh PIHAK KESATU sesuai
dengan tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA.

b. Melakukan penanganan keluhan -vang diajukan oleh Pengawas Pemiiihan
Umum atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat
bahwa Hak dan Kewqjiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA berhak :

a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK KESATU atas tagihan klaim biaya
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rapid Test yang telah diberikan terhadap
Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Tarif Layanan RSUD Bengkulu
Tengah sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Bengkulu Tengah Nomor
44s 1761 / RSUD-BT IKEP I 2O2A.

b. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan dan
realisasi pembayaran kiaim.

c. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan Pelayanan Rapid
Test bagi Pengawas Pemilihan Umum dalam upaya peningkatan pelayaran.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rapid Test bagt Penga'rrras
Pemilihan Umum yang dikirim oleh PIHAK KESATU, yang diiakukan sesuai
dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku,
yang mengacu kepada pedoman pelaksanaan Pelayanan Rapid Test.

b. Menyediakan fasilitas pelayanan Rapid Test.
c. Menyediakan Surmber Daya Manusia yang kompeten untuk memberikan

Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku.
d. Menyerahkan klaim tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada PII{AK

KESATU dalam 1 (satu) rekap klaim.

Pasal 7
TARIF PELAYANAT{ KESEHATAN

(1") Besaran tarif pelayanan yang akan dipergunakan dan telah disepakati PARA
PIHAK adaiah Tarif sesuai Keputusan Direktur RSUD Bengkulu Tengah Nomor
445 /761 /RSUD-BT /KEP I 2O2O tentang Perubahan Tarif Sementara Pelayanan
Rapid Test di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkuh-r Tengah, yaitu Rp.150.000,-
{Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per satu kali pelayanan Rapid Test.

{2} Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat berubah
apabila ada kebijakan secara tertulis dari pejabat yang berwenang dan akan
diberitahukan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8
SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAT{ KESEHATAN

{1) Pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KTDUA dilakukan dengan
tunai.

I P"r"r -llffi
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Pasal 9
SISTEIT,I PENAGIHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Klaim tagihan diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui
Bendahara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020.
PIHAK KEDUA mengirimkan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada RSUD
Bengkulu Tengah Tahun 2O2O yang diiengkapi dengan :

a. Surat Pengantar Klaim PIHAK KEDUA (bila ada), dalam bentuk asli
b. Hasil Rapid Test yang telah diisi oleh dokter yang melakukan Pemeriksaan

Rapid Test ditandatangani dan diberi cap RSUD Bengkulu Tengah, dalam
bentuk asli.

c. Kuitansi global bermaterai cukup, dalam bentuk asli.
d. Fotocop5,' data Pengawas Pemilihan Umum yang melakukan Rapid Test di

RSUD Bengkulu Tengah.
Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja dari semenjak berkas tagihan diterima,
maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pembayaran.

Pasal 1O
JANGKA VAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 6 (enam) Bulan, dari tanggal 5 Agustus
2A2A s.d 31 Desember 202O.
Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum
herakhirnya jangka waktu pedanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari
PIHAK KESATU untuk memperpanjang perjanjian, maka Perjanjian Kerjasama
ini berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1).

Pasal 11
SANKSI

PIIIAII KESATU berhak menangguhkan pembayaran atas tagihan klaim biaya
Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA
secara sah terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak memberikan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rapid Test
kepada Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2O2O sesuai ketentuan yang
berlaku.

b. Tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai pedoman peiaksanaan
Pelayanan Rapid Test.

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dalam
perjanjian ini yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap mutu
pekerjaan, PIHAK KESATU dapat :

a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan.
b. Memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (21 huruf a dan b, maka PIHAK KESATU dapat
menangguhkan peiaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang ditujukan kepada PIHAK
KESATU berkaitan dengan perjanjian ini adalah sah apabila diiakukan secara
tertulis dan diserahkan langsung atau melalui Pos atau melalui faximile kepada
pejabat yang ditunjuk PIHAK KESATU, yaitu :

1. Nama
Jabatan
CP

: Asmara Wijaya, S.T., M.A.P.
: Ketua Bawaslu
: 082371287333

(3)

(u

tzl

t1)

t2)

i1)



2. Nama
Jabatan
CP

: Blly Fitriana, S.E.
: Koordinator Sekretariat Bawaslu
: 081273606331

{2) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang ditujukan kepada PIHAK
KEDUA berkaitan dengan perjanjian ini adalah sah apabiia dilakukan secara
tertulis dan diserahkan langsung atau melalui Pos atau melalui faximile kepada
pejabat yang ditunjuk PIHAK KEDUA, yaitu :

(U

{21

(1)

t2t

{3)

{4)

{s)

L. Nama
Jabatan
CP

2. Nama
Jabatan
CP

dr. Listikarini Hilen Widyastuti
Direktur
081381733347

dr. Duma Butar Butar
Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan
085368288642

Pasal 13
PEMUTUSAN PER"'ANJIAN

PARA PIHAK dapat memutuskan ikatan perjanjian kerjasama ini secara
sepihak dengan ketentuan menyampaikan informasi secara tertulis kepada
PARA PIHAK bahwa akan adanya rencana pemutusan yang dilakukan 1 (satu)
bulan sebelum pemutusan.
Sebelum pemutusan ikatan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sebagaimana
dimaksud Ayat (1), PARA PIHAK harus menyelesaikan semua kewajiban yang
telah dibebankan kepada PARA PIHAK selama ikatan Perjanjian Kerjasama ini
dilaksanakan.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan Force Majeure (keadaan memaksa) adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA
PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat
melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam
Perj anjian Kerjasama ini.
Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi bencana alam, wabah,
perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-
hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang
berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
Dalam hal terjadi peristiwa Force Majeure, maka pihak yang berhalangan untuk
melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak
yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut kepada pihak lainnya secara tertuiis paling lambat 7 (tujuh)
hari kalender sejak tedadinya Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat
keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan
dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Kedasama ini, segera setelah peristiwa Force Majeure
berakhir.
Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau
diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau
kembali jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini"
Semua kerugian dan Lriaya yang dialami oleh salah satu pihak sebagai akibat
terjadinya Force Majeure, bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Paraf
Pihak I



Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka
PARA PIHAK sepakat akan terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah
dan kekeluargaan.

{2} Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan
kekeluargaan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan persoalannya
kepada Pengadilan Negeri Argamakmur.

Pasal 16
ADDENDTTM

Apabiia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu
melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas
kesepakatan PARA PIHAK yar.g dituangkan dalam bentuk Addendurn Perjanjian
Kedasama dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17
PENUTUP

{1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi materai secukupnya,
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

{2} Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dapat
diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah

Penata
Asmara Wijaya. S.T.. M.A.P,

Ketua Bawaslu

RSUD Bengkulu Tengah

ni Hilen
IP.198tA427 201001


